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Situasi LBH - OBH

• 619 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi BPHN (Per 2021-2024)

• 235 Kota belum memiliki LBH/OBH Terakreditasi (46 %)

• Secara kuantitas sangat sedikit, dan kualitas juga jauh dari standar
minimal

• 18 LBH - YLBHI : (15 Provinsi masih kosong)



Perkembangan
pelaksanaan UU 
Bantuan Hukum



Banyak daerah sangat 
tinggi pelanggaran dan 
minim bantuan hukum



Ancaman dan Serangan menyasar kepada kantor-kantor dan Pengacara LBH



Prinsip Bantuan Hukum Internasional



Bantuan Hukum di Wilayah Pidana

• Ditjend PAS  : 67,108 Tahanan, Belum yang di Tahanan Kepolisian

• Riset LBH Jakarta [2012] menunjukkan hampir seluruh tersangka tidak
mendapatkan penasihat hukum (90%). 

• Mayoritas dari mereka mengalami Penyiksaan saat Proses baik Fisik, 
Psikis, maupun Seksual. [83% : 2008], [79,8% : 2010]. [84% : 2012]



Situasi Hambatan Kebebasan 
Berpendapat dan berekspresi

1. Melalui pendidikan
• Ancaman pemutusan beasiswa mahasiswa yg 

ikut demonstrasi
• Edaran dinas pendidikan untuk melarang 

demo
• Intimidasi oleh sekolah/kampus
• Kekerasan yang menyasar pelajar & 

mahasiswa

2. melalui serangan digital
• doxing
• stigma
• fitnah/hatespin
• peretasan



3. Penghalang-halangan aksi
• pencegatan di berbagai tempat: mulai 

titik kumpul hingga di tengah 
perjalanan

• pemanggilan organisasi/organisasi ke 
Polisi

• penangkapan disertai kekerasan 
sebelum, saat dan setelah aksi 

• memaksa yg tertangkap 
menandatangani pernyataan tidak akan 
aksi lagi

4. Kriminalisasi : ITE dll

5. Mengubah pemberitahuan menjadi ijin



6. Framing dan fitnah 
pendemo sebagai perusuh
• poster palsu yang menyarankan 

kekerasan
• pasukan pelaku kekerasan yang 

tidak diketahui identitasnya 
• peserta aksi yang 

menggunakan baju hitam-
hitam langsung dituduh anarko 
= perusuh

7. Penggunaan ormas
• Meskipun UU Ormas melarang 

Ormas bertindak seperti 
penegak hukum tetapi Polisi 
membiarkan Ormas yang 
melakukan penangkapan dll

• Polisi bahkan mengajak Ormas 
untuk mengamankan 
demonstrasi  

*Pasal 36A UUD NRIT 1945 : Lambang negara ialah Garuda Pancasila 
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika



8. Intimidasi orang tua: orang tua mahasiswa 
dan pelajar yang ditangkap didatangi polisi

9. Menggunakan SKCK sebagai ancaman agar 
orang tidak berdemonstrasi

10. Framing bahwa yang berhak aksi hanya 
buruh dan mahasiswa tepatnya buruh dan 
mahasiswa yang menggunakan seragam. 

• Framing ini menjadi justifikasi menangkap 
dan mencegat mereka tidak masuk 
kategori di atas

11. Menggunakan Perusahaan untuk 
menghalang-halangi aksi

• Polisi  mengumpulkan HRD-HRD 
perusahaan ke Kantor Polisi. Kemudian ada 
larangan ikut aksi di berbagai 
perusahaan/pabrik untuk buruh 

Ditangkap
Upaya

Kriminalisasi

LBH Jakarta 7 orang, 2

diantaranya

disidang

2 orang

LBH Semarang 5 orang -

LBH Manado 2 orang -

LBH Yogyakarta 4 orang -

LBH Bali - 3 orang

Serangan kepada Pengacara/
Asisten pengacara LBH, 2015-2021



Laporan Pemantauan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat YLBHI 2019
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Catahu YLBHI 2021 : Pelanggaran Hak
Berekspresi & Berpendapat
YLBHI mencatat ada 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, dan Papua. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran
hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.



Jenis Hak Yang Dilanggar

Menurut catatan YLBHI dan kantor-
kantor LBH di seluruh Indonesia,
pelanggaran terhadap hak berekspresi
dan menyatakan pendapat di muka
umum, meliputi:

• Pelanggaran hak berekspresi atau
berpendapat secara lisan;

• Pelanggaran hak menyampaikan
pendapat melalui unjuk rasa;

• Pelanggaran hak berekspresi atau
berpendapat secara digital;

• Pelanggaran hak mencari dan
menyampaikan informasi; serta

• Pelanggaran terhadap data pribadi.



Aktor Pelaku

Sebagian besar pelanggaran
hak berekspresi dan
berpendapat dilakukan oleh
aktor negara. Kepolisian RI 
menjadi aktor pelaku 
pelanggaran utama, disamping 
ada pula keterlibatan militer. 

Sementara aktor non-negara
mengambil porsi kecil dari
seluruh pelanggaran yang 
terjadi, dimana tampak
keterlibatan institusi
pendidikan dan ormas
tertentu.



Catahu YLBHI



Pelanggaran 
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